Belanja Modal Kabupaten Serang Bermasalah, BPK Ungkap 12 Temuan Ini

(Sumber: https://banten.suara.com/)

Sejumlah  pengelolaan belanja ~ modal® gedung dan  bangunan di  lingkungan
Pemerintah Kabupaten Serang terdapat penyimpangan. Hal tersebut terungkap melalui temuan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten. Temuan masalah belanja modal Kabupaten
Serang itu diketahui dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)? atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024.

BPK Perwakilan Banten menyebut ada 12 temuan yang berkaitan dengan kelemahan sistem
pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Diketahui, temuan
paling menonjol adalah kesalahan klasifikasi penganggaran belanja barang/jasa dan belanja modal itu
terjadi pada empat organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Serang. Keempat OPD tersebut
yakni, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR), Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik), serta Sekretariat
DPRD (Setwan).

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Serang menganggarkan belanja barang dan jasa senilai
Rp1,12 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,05 triliun (93,35 persen). Sementara, untuk belanja modal
Kabupaten Serang dianggarkan Rp478,16 miliar dan terealisasi Rp428,32 miliar (89,58 persen). Meski
demikian, berdasarkan hasil uji petik BPK menunjukkan terdapat kekeliruan dalam penggolongan

anggaran.

Untuk di Disdikbud Kabupaten Serang misalnya, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
untuk rehabilitasi SD dan SMP senilai Rp37,76 miliar dari total anggaran Rp40,28 miliar seharusnya
digolongkan sebagai belanja modal, bukan barang dan jasa. BPK juga menyebut sebanyak 59 kegiatan

rehabilitasi senilai Rp25,17 miliar telah diklasifikasikan secara keliru.

1 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu)
periode akuntansi (Halaman 36, Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah)

2 Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi
mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan
Standar Pemeriksaan,yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK (Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan)
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"(Berdasarkan) Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen penganggaran dan Belanja
Barang dan Jasa-Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebanyak 59 Kegiatan Rehabilitasi Gedung dan
Bangunan SD dan SMP yang dilaksanakan Bidang Sarana Prasarana," tulis BPK dalam laporannya,
dikutip dari Banten News (Jaringan Suara Banten.id), Kamis 26 Juni 2025. "Menunjukkan terdapat
ketidaksesuaian klasifikasi Barang dan Jasa pada Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di

Disdikbud sebanyak 59 kegiatan sebesar Rp25.173.545.586,00," imbuh laporan BPK tersebut.

Sementara di Dinas PUPR Kabupaten Serang, BPK menyoroti kekacauan klasifikasi antara
belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Diketahui,
anggaran belanja modal di dinas ini mencapai Rp258,88 miliar, namun ditemukan realisasi yang tidak
sesuai klasifikasi. "Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen penganggaran dan
pertanggungjawaban Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan,
menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian klasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan," ungkapnya.

Kemudian pada Diskominfosantik dan Setwan juga turut disorot. Belanja untuk kajian naskah
akademis dan penyusunan Raperda Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) senilai
Rp49,33 juta pada Diskominfosantik serta kajian perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2011 senilai

Rp74,64 juta pada Setwan, justru dimasukkan ke dalam belanja modal aset tidak berwujud.

BPK menilai, kegiatan ini semestinya dimasukkan sebagai belanja jasa konsultansi. “Hal ini
tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Permendagri Nomor 15 Tahun 2023, serta

Perda Kabupaten Serang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” tulis BPK.

Secara total, kesalahan klasifikasi ini menyebabkan belanja modal gedung dan bangunan lebih
sebesar Rp3,2 miliar, belanja barang dan jasa lebih Rp25,17 miliar, serta belanja jalan, irigasi, dan
jaringan lebih Rp3,53 miliar. Sedangkan untuk belanja modal aset lainnya, BPK menyebut kelebihan
penyajian mencapai Rp123,97 juta.

BPK menyebutkan, ketidakcermatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)® dalam
memverifikasi RKA dan DPA serta lemahnya pengawasan kepala OPD menjadi penyebab utama

kekacauan yang terjadi. Dalam temuan lainnya, BPK juga mengungkap praktik bermasalah dalam jasa

3 TAPD mempunyai tugas:
a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
¢. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Halaman 36, Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah)
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konsultansi konstruksi. BPK mencatat sebanyak 22 tenaga ahli tercatat menangani proyek berbeda
secara bersamaan dalam 44 paket pekerjaan. Akibatnya, terjadi kelebihan pembayaran sebesar
Rp182,13 juta. Tak hanya itu, pengadaan dan pelaksanaan fisik di sejumlah OPD juga tidak sesuai

spesifikasi kontrak.

Kegiatan di Disdikbud dan Dinas PUPR disebut tidak memenuhi ketentuan teknis, dan
keterlambatan pekerjaan pun belum dikenakan denda. BPK juga menemukan beberapa perjalanan dinas
fiktif, pertanggungjawaban biaya listrik yang tidak valid, serta kelebihan pembayaran atas volume

pekerjaan konstruksi.

Kemudian, BPK merekomendasikan Bupati Serang agar memerintahkan Kepala Dinas dan
para pejabat pelaksana teknis lainnya untuk memperketat pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
proyek dan pengalokasian anggaran. Selain itu, BPK juga merekomendasikan Bupati Serang agar
memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk jeli dalam pengawasan dan pengendalian PUPR pada
kelebihan pembayaran sebesar Rp289,63 juta pada belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan diminta

untuk dikembalikan ke kas daerah.

Sumber Berita:
> https://banten.suara.com/, Belanja Modal Kabupaten Serang Bermasalah, BPK Ungkap 12 Temuan
Ini, Kamis, 26 Juni 2025.

Catatan:
» Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu pada:

1. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Pasal 34 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa
(1) Menteri/Pimpinan  lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan

penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang
APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai
dengan ketentuan undang-undang.

(2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam
undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana
penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

3. Pasal 35 ayat (1) dan (4) menyebutkan bahwa:
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(1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau
melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan
negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

(4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang

mengenai perbendaharaan negara.

» Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, yaitu pada:

1.

Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan
dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban
APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari
penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 59 ayat (2) menyebutkan bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau
pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang
dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian
tersebut.

Pasal 61 ayat (2) menyebutkan bahwa Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui,
kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata
melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat
(2) dapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian

tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.

» Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu pada Pasal 307 ayat (2)

menyebutkan bahwa Pelaksanaan pengadaan barang milik Daerah dilakukan sesuai dengan

kemampuan keuangan dan kebutuhan Daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan

transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

» Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara Pasal 6 menyebutkan bahwa Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan

pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan

penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK.

» Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada:

L.

Pasal 6 menyebutkan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara
lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha
Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Pasal 10 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa pada ayat:

(1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara,



pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan
lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

(2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban
membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

keputusan BPK.



